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LEMBARAN - DAERAH 

KABUPATEN REMBANG 

NOMOR: 2 TAHUN 1977 SERI : A 

P::::RF..TURF..H DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
REMBANG 

l>sOMOR : 7 TAHUN 1975 

TENTANG 

PAJAK PENJUALAN M.lNUiv1AN KERA3 

DEN GAN RAKHMA T TUHAN YANG MAHA ESA . 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

: l. Bahwa peraturan daerah Kabupaten Rem­
bang tentang pemungutan dan penagihan 
pajak yang dinamilkan "Pajak Idzin" dalam 

· Kabupaten Rembang tanggal 25 Juni 1954 
diundangkan dalam Lembaran Propinsi Ja• 
wa Te ngah tanggal 5 -9 - 1955 ( Tambahzm 
Ceri C No 39 J dengan segala rangkaian 
dan p e rubahannya sudah tidak sesuai lagi 
dengan p erkembangan keadaan pada de­
wasa ini ; 

2. Perlu penyusun peraturan daerah yang ba­
ru yang sesuai dengan keadaan dan alam 
p embangunan sekarang ; 

1. Undang-2 No. 5 tahun 1974 ; 
2 Undang-2 No. 13 tahun 1950 dan Peraturan 

Pemerintah No 32 tahun 1950 ; 
3. Undang- 2 No. 11 / Drt tahun 1957 ; 
Dengan persetujt:an Dewan Perwakilan Rak­
yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang, 

MEMUTUSKAN 

: PERA TURAN DAE RAH KABUPA TEN DAERAH 
TlNGKAT II REMB ANG TENTANG PAJAK 
PENJUALAN MINUMAN KERAS. ,., ;. ' 

~ ~.:-.. 



Pasal 1 
Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang d ipungut 

•esuatu, pajak yang dinam:i.kan " Pajak Penjualan Minuman 
Keras". 

Pasal 2 ' .., . 
Yang dikenakan pajak ialah pemegang- 2 1azm seperti 

yang dirnaksud dalam pasal l Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Rembang tentang idzin Mengadakan Tern- "' 
pat Penjualan Minuman Keras dalam Kabupaten Daerah 
Tingkat Il Rembang. 

Pasal 3 
Besarnya Pajak : 

a. bagi pemegang idzin buat rnenjual Minum1n Keras untuk 
d iminum ditempat penjualan ialah Rp. 4000,- ( emp3t nbu 
rupiah ) setahun. 

b. bagi pemegang idzin buat rnenjual minuman keras untuk 
diminum diluar tempat penjualan Rp. 3.000,- ( tiga nbu 
rnpiah) setahun. 

Pasal 4. 
Tahun Pajak pada Januari dm berakhir pada 31 De-

samber. 

Pasal 5. • 
(1) Apabila idzin yang dimaksud dalam pasal 2 Pera­

turan Daerah ini dioerikan dalam m:isa berja!annya tahun 
pajak, maka penetapan "Pajak Penjualan Minuman Keras" 
dihitung sejak surat idzin itu diberikan. 

2) Dalam hal termaksud dalam ayat pertama pasal ini, 
"Pajak Penjualan Mim1man Keras" dihitung menurut banyak­
nya triwulan dan sabagian dari triwulan d ibulatkan menjadi 
triwulan penuh. ~ 

Pasal 6. 
(1) Tika idzin dicabut berdasarkan pasal 8 ayat (1 l sub ,c 

a atau b Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang idzin 
mengadakan tempat penjualan m inuman keras, maka atas 
perrnintaan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah. pernegang 
idzin diberi pengembalian sekian perempat jumlah pajak, 
menurut banyaknya triwulan penuh dalam tempo maha idzin 
tidak dipergunakan. 

(2) Pengembalian pajak diberikan juga kepada mereka 
y ang rnen-peroleh hak kar ena hukurn apabila orang yang 
kena pajak meninggal, pengembalian ini mengenai banyc1k• 
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nya triwulan penuh, dalam waktu perusahaannya tid ak di­
teruskan menurut pasal 4 ayat ( 3) dari Peraturan Daerah 
tentang idzin mengadakan tempat penjualan minuman keras. 

Pasal 7. 

Semua penetapan pajak dimuat dalam satu atau bebe­
rapa helai kohir. 

Pasal 8. 

( l) Kohir dite tapkan selekas mung'kin oleh Bupati Ke­
p ala Daerah pada perrnulaan tahun pajak. 

(2) [ ohir susulan dibuat tiap- 2 kali dibutuhkan dan di­
tetapkan selekas m ungkin. 

Pasal 9, 

(1) Terhadap kesalahan tulisan dan kes1Iahan p e rhi­
tunga n atas kohir yang ditetapkan akan diadakan pembetul­
an, tetapi tidak akan merugikan bagi wajib pajak. 

(2) Pembetulan kesalahan-2 dalam kohir yang disebab­
kan karena salah rnenggunakannya ketentuan- 2 dalam pera­
turan daerah im, baik yang menguntungkan maupun yang 

• merugikan wajib p aja!<, d apat dilakukan oleh Bupati Kep.la 
Daerah sebelum a tau sesudah penetapan pajak d ildrim/ di­
terimakan. 
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Pasal 10, 

Setelah kohir d itetapkan, Dinas Pendapatan Daerah di­
beri salinannya oleh Bupati Kep3la Daerah yang ditanda 
tangani olehnya agar supaya dijalankan penagihannya. 

Pasal 11. 

Dalam ernpat belr1s hari setelah menerima salinan kohir, 
Dinas Pendapatan Daerah mengirimkan kepada masing-2 

wajib pajak dengan mernakai buku pengiriman, sehelai surat 
ketetapaQ pajak yang contohnya ditetapkan oleh Bupati Ke­
pala Daerah. 

Pasal 12, 

(1) Jumlah p ajak d itagih sepenubnya sekaligus dan ha­
rus d ibayar dalam tempo satu bulan setalah surat ketetapan 
pajak d iterimakan. 

2) Mereka yang tidak menepati waktu tersebut dalam 
ayat pen2ma p2sal ini dikenakan tambahan pembayaran 
sepuluh :i:ersen dari pajaknya. 



Pasal 13. l . 
(l) ~eratura.:: D.;.eE:-_ i:ii dapat d isk but ''?eratc:ran Pa­

jak ~ enjualan IViir::;c~:. ~eras Kat:>Upaten Daera.'.:l Tingiat II 
Re:u bang" dan multi be:-laku pada hari p enama sesudah 
b ar i pengundangam:·;-a . 

(2 ) Sejak sa5.t m:.:.c.i ber lakunya peraturan ciae::ah ini 
iidak b e r laku la<; i :;,eran.aan daerah Kabu;,a te:i R.:::m::iang 
tentang pemungt.:,: :1 ca::i. p enagihan pajak yang d inamakan 
"Pajak ldzin" dalam K:ab~;,aten Rembang tanggal 25 Juni 1954 
dii;ndangkan daia::n Lem..::,aran Propinsi J a wa Teng oh tmg­
ga! 5-10-1955 ( Ta:::;::;aian Seri C No. 39 ) dengan segala 
r ang kaian dan p e ::-~bahannya. 

Re mbang, 28 Nopember 1975. 

De·san Penvaldlan ?~::,c.: :)aerao Eupati Kepala Daerc:i Ti.,gkat ll 
1:abupaten Dae:-c..:::. ':":::;;;_a: JI R e m b a n g 

Rem b a::;; 

Keti.:;;.. 

( H. NOERSAL A M ) 

Wakil Y.e:-..ia 

D::i.,dangkan dalam Le:n:J~a..-: Da.e­
rc.h Tk. 11 Rembang Xe. 2 ~:i A 
p;,.da ianggal 7- 2 · 19::- ( ":'c..-:-~c::ian 
Le~baran Daera.li Tai:::.:: .. ... l\ :> • • , •• • 

Sekretaris Dae::-~. 

( Drs. SOEHOED ) 

NI? . 50'.)03! 2SS. 

(__E_rs. SO~HARJON O ) 
NI?. Cl 0022882 

Diundangkan berdasa: U:-,dug-z 
Darura: No. 11 ta.liu:1 19~:- pasal 19 
(5) jo. pasal €~ ayat (2) U::da::g- 2 

No. 5 tahun IS~ p ada tanggal 7 
Pebruari 1977. 

Sekretaris Wilayai: / D;.e:-a:; 

( Drs . SOE HOED 

NI?. SCJ03!985 
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